BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas kota Pekanbaru
1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang
menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian
Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi
Riau.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km2
dan secara astronomis terletak di antara 0° 25’ - 0° 45’ Lintang Utara dan 101°
14’ — 101° 34’ Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah
sebagai berikut :

e Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak,
e Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten
Pelalawan

e Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan
Kabupaten Kampar,

e Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7
September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari £ 62,96 Km2 menjadi +
446,50 Km?, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil
pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. | Riau maka ditetapkan luas
wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km?* Dengan meningkatnya kegiatan
pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang
yang pada akhirnya meningkat Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama
“Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin.
Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu
berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak
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Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian
antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut
Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli
terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji
di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.
Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi
tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan
dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau
Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari
luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar
berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan
lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan
penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi
Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi
silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar.
Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak
Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang
strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting bagi para
pengusaha pada jaman itu.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura.
Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau
membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak
disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat
pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang
dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang
bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar
bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan
yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21
Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan
Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya
yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan

Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu
Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak

memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut
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bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya

ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu

mengalami perubahan :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)

SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1
tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang
disebut District.

Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh
seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.

Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur
Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.
103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte.

UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten
Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.

UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai
Kota Kecil.

UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru
menjadi Ibukota Propinsi Riau.

UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan

Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km2 yang

kemudian bertambah menjadi 62.96 km2 dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan

Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6

kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km?2.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya

kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan

kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta

kebutuhan Lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup

luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003
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menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58
Kelurahan/Desa

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur.
Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul,
Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga
merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta
dari daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara
maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan
suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajatcelcius. Curah
hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar di
musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember sementara
itu untuk musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota
tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin
banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, pemerintah kota
pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari
pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta
penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat
ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru
tetap terjamin dan sejahtera terkait fasilitas umum yang di sediakan oleh pemerintah
Kota Pekanbaru.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku

Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk
pendatang ke daerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata
pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan
pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut
jenis kelamin di dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki,
Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya,
Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh,
Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota

Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.1 berikut ini :
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Tabel IV.1: Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kota
Pekanbaru Tahun 2013.

No Kecamatan p - Penduduk (Jiwa

Laki-laki Perempuan Jumlah

1. | Tampan 89.344 86.290 175.634
2. | Payung Sekaki 36.546 38.707 74.253
Bukit Raya 50.131 45.731 94.042

4. | Marpoyan Damai 69.399 61.149 120.598
5. | Tenayan Raya 56.559 55.470 112.029
6 Sail 11.271 11.517 22.793
7 Sukajadi 22.490 24.095 47.584
8. | Rumbai 35.582 32.144 66.943
9. | Lima Puluh 20.284 20.889 41.623
10. | Pekanbaru Kota 14.438 14.454 28.892
11. | Senapelan 17.694 22.852 36.014
12. | Rumbai Pesisir 34.321 32.722 67.033
Jumlah 458.059 446.020 887.438

Sumber: Badan Statistik Kota Pekabaru 2016

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut
usia laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah
kecamatan sebanyak 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan
Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail,
Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru
Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel IV.2 :  Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru

Tahun 2013
No | Kecamatan 0-6 7-12 13-15 16-17 18 19-24 >24
1. | Tampan 30077 | 18880 | 9110 | 6715 | 4472 | 30321 | 76.022
2. gzzgﬂig 21897 | 6646 | 7076 | 16915 | 8707 | 8556 | 19.157

3. Bukit Raya 18.226 9.089 4.504 3.110 2.022 16.425 46.355

4, | Marpoyan 26.422 | 10187 | 9547 | 25262 | 11.891 | 7.436 | 36.099
Damai
5, ;Z’;Zya” 22196 | 13.208 | 18316 | 2.556 904 13990 | 71.300
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6. | sail 7137 | 4945 | 2518 | 1355 | 1156 | 8667 | 20.006
7. | Sukajadi 4675 | 7500 | 3704 | 2932 | 1652 | 3580 | 29.320
8. | Rumbai 11869 | 8831 | 3220 | 2587 | 1188 | 7523 | 31285
9. | LimaPuluh | 5281 | 4742 | 2219 | 1459 739 5138 | 22232
10, | Pekanbary 2,570 1907 | 1.663 894 481 2589 | 19.116
Kota

11. | Senapelan 4424 | 3731 | 1835 | 1329 688 5172 | 18.835
12. 555'}2?? 9355 | 7.257 | 3489 | 2900 | 1611 | 8558 | 30523

Jumlah 190551 | 99.923 | 67.201 | 68.014 | 35511 | 117.952 | 420.250

Sumber: Badan Statistik Kota Pekabaru 2016

Sebagin besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku
Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk
pendatang kedaerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata
pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan
pedagang.
3. Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang walikota yang diangkat oleh Gubernur.
Penyelenggaraan roda pemerintahan kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Gubernur
kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di
kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota, sekretaris walikota dan
masing-masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban,
seksi pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan yang
terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat,
Kelurahan Tuah Karya Dan Kelurahan Delima. Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari
empat kelurahan yaitu kelurahan Labuh Baru Timur, kelurahan tampan, kelurahan air
hitam, kelurahan labuh baru barat. Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari empat
kelurahan yaitu kelurahan simpangtiga, kelurahan tangkerang selatan, kelurahan
tangkerang utara dan kelurahan tangkerang labuai. Kecamatan marpoyan damai yang
terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan tangkerang tengah, kelurahan tangkerang
barat, kelurahan maharatu, kelurahan sidomulyo timur dan keluarahn wonorejo.
Kecamatan Tenayan Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Kulim,
kelurahan Tangkerang Timur, kelurahan Rejosari dan kelurahan Sail. Kecamatan Sail yang
memiliki tiga kelurahan yaitu kelurahan Cita raya, kelurahan Suka maju dan kelurahan
Suka Mulia. Kecamatan Sukajadi terdiri dari tujuh kelurahan yaitu kelurahan Kampung
tengah, kelurahan Kampung Melayu, kelurahan Kendungsari, Kelurahan Harjosari,
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kelurahan Sukajadi dan kelurahan pulau karam. Kecamatan Rumbai yang terdiri dari lima
kelurahan yaitu kelurahan Lembun sari, kelurahan muarafajar, kelurahan rumbai bukit,
kelurahan palas dan kelurahan sri meranti. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari empat
kelurahan yaitu kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, kelurahan Tanjung Rhu dan kelurahan
pesisir.

Kecamatan Pekanbaru Kota yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan
Simpang tiga, kelurahan Sumahilang, kelurahan Tanah datar, kelurahan Kota baru,
kelurahan Suka Ramai dan Kelurahan Kota Tinggi. KecamatanRumbai pesisir yang terdiri
dari enam kelurahan yaitu kelurahan meranti pendek, kelurahan limbungan, kelurahan
lembah sari, kelurahan limbungan baru dan kelurahan tebing tinggi okura. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3: Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru
No Nama Kecamatan Nama Kelurahan
1 2 3

1. | Kecamatan Tampan Simpang baru Tuah karya
Sidomulyo barat Delima

2. | Kecamatan Payung Sekaki Labuh Baru Timur Air hitam
Tampan/ Labuh baru barat

3. | Kecamatan Bukit Raya Simpang tiga Tangkerang Utara
Tangkerang Selatan | Tangkerang Labuai

No Nama Kecamatan Nama Kelurahan

4. | Kecamatan Marpoyan Damai Tangkerang Tengah | Maharatu
Tangkerang Barat Sidomulyo Timur

Wonorejo

5. | Kecamatan Tenayan Raya Kulim Rejosari
Tangkerang Timur Sail

6. | Kecamatan Sail Cita Raja
Suka Maju
Suka Mulia

7. | Kecamatan Lima Puluh Rintis Tanjung Rhu
Sekip Pesisir

8. | Kecamatan Pekanbaru Kota Simpang empat Kota Baru
Sumahilang Suka Ramai
Tanah Datar Kota Tinggi

9. | Kecamatan Senapelan Padang Bulan Kampung dalam
Padang Terubuk Kampung Bandar
Sago Kampung Baru
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10. | Kecamatan Sukajadi Jatirejo Kendungsari
Kampung tengah Harjosari
Kampung melayu Sukajadi
Pulau koran
11. | Kecamatan Rumbai Limbunsari Rumbai bukit
Muara fajar Palas
Sri meranti
12. | Kecamatan Rumbai Pesisir Meranti Pandek Lembah damai
Limbungan Limbungan baru
Lembah sari Tebing tinggi okura

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2016
B. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah di bidang tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja dan
Transmigrasi Provinsi Riau. berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja, transmigrasi,
kependudukan dan catatan sipil;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga
kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil;

c. pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan
dan catatan sipil lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

d. pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi,
pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan
industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian, kependudukan dan

catatan sipil;
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e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja, transmigrasi,
kependudukan dan catatan sipil;

f.  pelaksanaan kesekretariatan dinas;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan maka pengawas ketenagakerjaan
berada dalam instansi ketenagakerjaan yang berada pada Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Riau sebagaimna dimaksud ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan pengawasan efisien merupakan urusan pemerintah
konkuren Pemerintah Daerah Provinsi dan pembagian urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan khususnya sub bidang pengawasan sudah tidak ada di
kabupaten/kota sebagaimana termaktub dalam Lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengawasan
Ketenagakerjaan adalah fungsi negara yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah
dalam melindungi hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh. Pengawasan
Ketenagakerjaan ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di bidang efisien, guna dapat menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban
daripada pengusaha dan pekerja/burun dalam rangka menciptakan ketenangan
bekerja dan ketenangan berusaha. Terciptanya ketenangan bekerja dan ketenangan
berusaha, akan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya,
perkembangan investasi yang lebih besar untuk memperluas lapangan kerja yang

pada akhirnya akan dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.
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Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan
yang diserahi tugas untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan. Pengawasan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Pengawas
Ketenagakerjaan, baik yang bersifat preventif maupun represif yang berlandaskan
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin terlaksananya
peraturan perundang-undangan efisien dengan baik, agar tercipta ketenangan
bekerja dan ketenangan berusaha, maka dilakukan pembinaan melalui pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan baik kepada
pengusaha, pengurus tempat kerja maupun kepada pekerja yang melaksanakan
pekerjaanya. Tujuan dilakukan pengawasan ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan
ketenagakerjaan pada khususnya;

2. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan
kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang seluas-luasnya guna
membuat undang-undang dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan; dan

3. Menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya dengan
undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya.

1. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Adapun Visi Dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
adalah: “Terwujudnya Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang Profesional,
Produktif, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi serta Administrasi yang
Tertib”. Sementara itu, untuk mencapai visi yang telah di sebutkan di atas, maka di
tetapkan pula misi yang harus di capai oleh Dinas, adapun Misi dari Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Insani Riau yang Berdaya Saing Tinggi
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Mewujudkan Pembangunan Ketenagakerjaan Melalui Perluasan
Lapangan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Peningkatan
Kesempatan Kerja.

Mewujudkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja
dalam Segala Aspek.

Mewujudkan Terlaksananya Hubungan Industrial yang Dinamis dan
Dialogis.

Mewujudkan Peningkatan Jaringan Kemitraan dalam Rangka
Pencegahan dan Penyelesaian berbagai Permasalahan Tenaga Kerja.
Mewujudkan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Kesehatan
Keselamatan Kerja dalam wupaya Penegakan Hukum menuju
Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif.

Mewujudkan Kualitas SDM Transmigran, Penyebaran Perpindahan
Penduduk dan Mengembangkan Masyarakat Transmigrasi serta
Masyarakat di sekitar Kawasan Transmigrasi serta berkelanjutan

menuju Desa Maju, Mandiri dan Produktif.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Untuk mendukung tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Riau yang telah di susun dan juga visi dan misi yang harus di capai, maka masing-

masing bidang yang menjadi bagian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Riau di berikan tugas-tugas nya masing-masing, adapun tugas pokok dan

fungsi Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1.
2.

Menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang;

Menyusun petunjuk  teknis  penyelenggaraan Pengawasan
Ketenagakerjaan;

Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi,

UPTD dan Jabatan Fungsional (Pertama/Muda/Madya);
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10.
11.
12.
13.

Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pengawasan
ketenagakerjaan;

Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3);

Menyelenggarakan perumusan pedoman teknis pelayanan, pengawasan,
perlindungan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan;

Penempatan pembinaan dan peng-awasan terhadap Unit Pelaksana
Teknis Dinas dan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan di  bidang
pengawasan ketenagakerjaan serta merumuskan langkah-langkah dan
saran pemecahannya;

Memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;

Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan, perlindungan dan
penegakkan hukum terhadap pelanggaran norma kerja, jaminan sosial
tenaga kerja, perempuan, anak dan norma keselamatan dan kesehatan

kerja (K3) serta pengguna tenaga kerja;
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STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI RIAU

Kelompok Jabatan

Fungsional
I

_ KEPALA DINAS

H. RASIDIN, SH
Pembina Utama Madya (I\V/d)
NIP. 19590830 198003 1 004

L]

SEKRETARIS

ZULKIFLI S, S.Ag, MA, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710902 199703 1 002
T

[
|:| Kepala Sub Bagian
Perencanaan Program

(]

I
Kepala Sub Bagian Perlengkapan
dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

|:| Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum

M. ERLAN, SE, M.Si
Pembina (IVV/a)

NIP. 19680613 199203 1 005

ANDI HUSNADI, S.STP
Penata Muda Tk. | (11I/b)
NIP. 19900510 201010 1 001

Dra. HADIYATI NOOR FAUZIA
Penata Tk. | (111/d)
NIP. 19621128 198603 2 002

I I
|:| Kepala Bidang Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja

Hj. HAPPY YARLIS, S.Sos
Pembina Tk. | (IV/I b)

Kepala Bidang Hubungan
Industrial dan Persyaratan Kerja
Dra. RINDA SITUMORANG
Pembina (IVV/a)

NIP. 19650426 199303 0 004

NIP 1QG1OQ’I7I1QB10 2001

I:l Kepala Seksi Pelatihan, Pemagangan
dan Produktivitas Tenaga Kerja

|:| Kepala Seksi Persyaratan Kerja

Ir. Hj. ZALINAR
Penata Tk. | (lll/d)
NIP. 19640101 199203 2 007

RAJA DEDI SUHANDA, S.STP
Penata Tk. | (111/d)
NIP, 19831011 200212 1 001

Kepala Seksi Penempatan
dan Perluasan kerja

O

Kepala Seksi Lembaga Hukum

|:| Industrial

SAMSUL AKMAL, ST, MT
Pembina (IVV/a)
NIP. 19621010 198603 1 026

BAMBANG ISWANTO, S.Sos, MPA
Penata Tk. | (111/d)
NIP. 19720123 200112 1 003

|:| Kepala Seksi Informasi Pasar
Kerja

|:| Kepala Seksi Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial

SITTI MARIYAM,
Penata Tk. | (III/d)
NIP. 19610712 198303 2 005

Drs. ZULKIFLI LUBIS, M.Si
Penata Tk. | (l1l/d)

O

Kepala Bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan

|:| Kepala Bidang Ketransmigrasian

Drs. HARLEN NAIBAHO
Pembina Tk. | (1V/b)

EVA ISMAIL, Sos, M.Si
Pembina

vV/a)

NIP, 196212 Ollgﬁﬁ )3 203

(
NIP. 19700215 199603 2 003
J

Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja,
Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak

O

Kepala Seksi Penyediaan dan
Pelayanan Tanah Transmigrasi

BAKHTIAR SORMIN, SE
Penata Tk. | (1ll/d)
NIP. 19650721 199203 1 007

H. M SUTOMO, S.Sos, M.Si
Penata Tk. |
NIP. 19680825 198903 1 002

111/d)

I:l Kepala Seksi Pengawasan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)|

I:l Kepala Seksi Pembangunan Fasilitas
Kawasan dan Penempatan Transmigrasi

ERMILA ROZA, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19720811 199202 2 001

WILLY ANDRI,
Penata (lll/c)
NIP. 19840403 200312 1 001

S.STP

O

Kepala Seksi Penegakkan
Hukum Ketenagakerjaan

O

Kepala Seksi Pemberdayaan
Kawasan Transmigrasi

EFRIZAL, S.Sos, MH
Penata Tk. | (III/d)
NIP. 19670509 199301 1 001

HARIE WIBOWO, SE, MM
Penata (lll/c)
NIP. 19780829 201101 1 003

Pembina (IV/a)

|:| Kepala UPT Pengawasan |:| Kepala UPT Pengawasan
Wilayah | Wilayah 11
RIDHA DEDI SAPUTRA, SE, MM | ZZACHT,

Penata Tk. | (IIIId)

NIP. 19710814 200212 1 003
I

NIP. 19710923 200212 1 002
|

|:| Kepala Sub Bagian Tata Usaha

[] Kepala Sub Bagian Tata Usaha

REZA AULIA PUTRA, S.IP, M.Si
Penata Tk. | (l11/d)

IMANUDDIN SUKRI, ST
Penata Muda Tk. | (11I/b)

L NIP. 19781118 2010011016 |

]

Kepala UPT Pengawasan
Wilayah I11

]

Kepala UPT Pengawasan
Wilayah IV

SURYA MAR
Penata Tk.
NIP. 19640303 1qq

I(%/d%. 006

|:| Kepala Sub Bagian Tata Usaha

|:| Kepala Sub Bagian Tata Usaha

ASRA MOHAMMAD DIAH, S.Kom
Penata (lll/c)
NIP. 19710913 20001

1002

|

Wilayah |

[
Kepala UPT Latihan Kerja

NIP 19641117 19860

H. BAHRUM , ST, MT
Pembina Tk. | (IV/b)
1005

Kepala UPT Latihan Kerja
Wilayah I1
HEERIADI PUTR.
Penata Tk. | (|||/d)
Nip. 19710606 199303 1 007

—

1
Kepala UPT Latihan Kerja
Wilayah I11

|

Pembina Tk. | (IV/b)
NIP. 19670304 199803 1 005

H. AHMAD FADLLAH, SE

|:| Kepala Sub BagianTata
Usaha

=

Kepala Seksi Pelatihan

Kepala Sub BagianTata
Usaha

Kepala Seksi Pelatihan

]

Kepala Sub BagianTata
Usaha

]

Kepala Seksi Pelatihan

RAJA ERVIAN, S.Sos MULYADI, SE DARMAN, S.Sos HERMAN MARBUN, SH T. M. SYATER, SH ZULFIHAR, S.Ag, MA
Penata Tk. | (111/d) Penata Tk. | (111/d) Penata Tk. | (11I/d) Penata Muda Tk. | (11I/b) Penata Tk. | (111/d) Penata Tk. | (11i7d)
NIP. 19670717 199310 1 001 NIP. 1 14 1 1005 NIP. 19640424 199403 1 007 NIP. 19850929 201102 1 001 NIP. 19610101 199111 1 002 NIP. 19630721 198510 1 001
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